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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan
ب ba b Be
ت ta t Te
ث sa s es (dengan titik di  atas)
ج jim j Je
ح ha h ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
xii
ظ za z zet (dengan titk di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g Ge
ف fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ه ha h Ha
ء hamzah , Apostop
ي ya y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
xiii




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan ya ai a dan i
fathah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas
kasrah dan ya i i dan garis di
atas




Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).
xv
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh.
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
xv
xvi
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,




NAMA : NUR SALAM
NIM : 10100112025
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROSESI
PERKAWINAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (StudiKasusTahun
2015-2016)
Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang prosesi
perkawinanan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, tidak
dapat dipungkiri bahwa prosesi pernikahan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan
Budaya atau Adat masing-masing yang berlaku diseluruh pelosok desa pada
umumnya dan di daerah Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu pada khususnya,
dimana prosesi penikahanan Adat ini perlu ditinjau dari segi Hukum Islamnya.
Prosesi perkawinan sebenarnya cukup sederhana yaitu mengkhtibah, aqad nikah dan
walimah  yang penting rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi dengan
masuknya Agama Islam yang mengatur tentang Hukum Perkawinan, maka harus
disesuaikan dengan Hukum Adat yang berlaku, selama tidak keluar dari syariat
Agama Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research kualitatif), yaitu
penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan data yang lengkap dan valid
mengenai tinjauan Hukum Islam tentang prosesi perkawinanan Adat Makassar di
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sedangkan pendekatan yang dilakukan ada
3 jenis pendekatan yaitu pendekatann yuridis, pendakatan normatif (Syar’i) dan
pendekatan sosiologis. yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. dan teknik
pengumpulan datanya adalah interview. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan
informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan
pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melaksanakan
serangkaian prosesi perkawinan Adat Makassar.
Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa
Prosesi perkawinan Adat Makassar sama sekali tidak menyalahi ajaran Islam,
masyarakat memang membutuhkan simbol dan persoalan memaknainya adalah
persoalan personal yang diserahkan secara bebas kembali kepada manusia, dan
masyarakat Indonesia pun mempunyai kebebasan untuk memenggal-menggal mana
Adat yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, jadi apa itu bisa dikatakan bid’ah
atau sesat. Antara hukum yang normatif dapat dikompromisasi dengan tradisi atau
budaya lokal. Disinilah Hukum Islam yang normatif itu menjadi tidak selalu
berbenturan dengan dinamisasi masyarakat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon)
dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah
dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk
hidup bersama dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup
teratur. Allah swt. menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan
manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula
tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu
ingin melanjutkan keturunan.
Perkawinan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga
sangatlah penting dalam pandangan Al-Quran, berdasarkan banyaknya ayat yang
berbicara tentang hubungan perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak dengan
keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangat diperlukan untuk
mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang
bersifat fitri dalam diri manusia. Hubungan perkawinan dan hubungan keluarga
memberikan fondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang. Ibaratnya,
Allah menjadikan laki-laki sebagai sandaran wanita, dan menjadikan wanita sebagai
penenang laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Rum/30:21.
 َْﲪَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ اﻮُﻨُﻜْﺴَِﺘﻟ ﺎًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْـَﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِِﻪﺗ َ آ ْﻦِﻣَو ِﰲ ﱠنِإ ًﺔ ) َنوُﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ ٍمْﻮَِﻘﻟ ٍت َﻵ َﻚِﻟَذ٢١(
2Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir1.
Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui
suatu ikatan yaitu perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang
Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU RI tentang perkawinan maka suatu
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya
hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan
umum yang di atur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga negara Indonesia
yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mahzab Syafi'i. Dalam
hubungan perkawinan antara suami isteri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu
Miitsaaqan ghaliizhaan, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan abadi.
Islam menganjurkan pernikahan, dengan di adakannya pernikahan maka telah
terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah. Perkawinan Adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam.
Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus di jaga dan di
lestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri suatu bangsa, bersatunya sebuah
1 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemahan (Banjarmasin: Abyan,2014),
h.406.
3keluarga bisa mencerminkan bersatunya Negara. Salah satu di Indonesia yang
memiliki bentuk dan tata cara dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah suku
Bugis Makassar. Suku Bugis Makassar adalah salah satu suku tertua di pulau
Sulawesi.
Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu
dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam
agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian di
mungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang
dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama2. Pasangan suami-istri
yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari
perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang
hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.
Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari
pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan,
kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat3.
Disamping hal tersebut, pada saat itu di kenal pula yang namanya “perkawinan
campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar
tempat dan perkawinan campuran antar agama4. Saat ini yang dimaksud perkawinan
campuran hanyalah untuk perkawinan internasional.
2Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (PT.Intermasa, 2002), h. 1.
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, (Bandung 2007, CV. Mandur Maju), h. 5
4 Sudargo Gautama, 1973, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran, (CV Alumni,
Bandung), h. 3
4Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Perkawinan menjelaskan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia
yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI
perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing
adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.
Sebelum lahirnya UU RI Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan
sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada
hukum agama dan hukum Adat masing-masing. Menurut hukum Adat, perkawinan
adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk
membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara Adat dan agamanya dengan
melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.5
Setelah berlakunya UU RI perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam
perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama
terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh
terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU RI perkawinan yang menjadi
landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta
benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan6.
Perkawinan adalah suatu momen yang sakral, dimana penyatuan dua insan ini
juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat. Begitulah pemahaman yang dipakai
5 Soerjono Wignjodipoere, Asas-asa Hukum Adat,(Jakarta : Gunung Agung, 1988). h. 55.
6 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982)
.h. 3
5oleh masyarakat Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu untuk menyebut pesta
perkawinan. Beragam ritual ataupun kegiatan dilakukan secara turun temurun oleh
para tokoh Adat dan dipercayai oleh masyarakat untuk dipatuhi, jika tidak, mereka
percaya sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya. Maka tak berlebihan jika kemudian
pesta pernikahan dua manusia ini menjadi pesta seluruh kampung.
Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan suatu langkah yang penting
dalam proses pengintegrasian manusia dengan tata alam, dimana dalam pelaksanaan
tata upacara perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh tradisi
untuk masuk ke alam sakral. Upacara Adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang
tua yang menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah. Karena untuk
melaksanakan upacara Adat perkawinan ini membutuhkan waktu dan biaya yang
besar. Namun tradisi tersebut akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari
masa ke masa atau turun-temurun. Di dalamnya terkandung nilai dan norma yang
sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam
masyarakat.
Dilihat dari sudut antropologi, perkawinan memegang peranan penting dalam
hal menentukan hidup selanjutnya, sebab perkawinan pada dasarnya merupakan
pengaturan tata kelahiran manusia yang menyangkut kehidupan seks yang dinilai
suci. Perkawinan adalah aqad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi
hak-hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang
antara keduanya bukan muhrim.
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan sudah
dianggap sah salah satu syaratnya adalah jika perkawinan itu telah sah di mata agama
6dan kepercayaan masing-masing. Yang pada umumnya berdasarkan ketentuan hukum
Adat masing-masing. Meskipun pada ujung undang-undang tersebut ditambahkan
dengan mencatatkan perkawinan di lembaga urusan perkawinan. Maka jika di lihat
dari undang-undang tersebut terdapat suatu lahan dimana Negara tidak mengikat
peraturan pernikahan secara khusus, dalam hal ini memberikan ruang untuk orang
atau kelompok yang memiliki peraturan sendiri. Dari ketentuan ini dapat dilihat
bahwa pada dasarnya UU RI No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi bagaimana suatu
perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa perkawinan itu
harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang
melaksanakan perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini berarti pelaksanaan
perkawinan menurut hukum Adat tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan
dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Melihat beraneka ragam suku dan budaya Indonesia, serta penyebarannya
yang luas dari sabang sampai merauke tentu saja hal ini mengakibatkan beraneka
ragam Adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dan tidak tentu saja salah satunya adalah
dalam hal perkawinan. Maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan mencoba
menjelaskan bagaimana perkawinan dalam hukum Adat tersebut, terkait dengan
sistem, sifat serta bentuk-bentuk perkawinan.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis
merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi
yang berjudul”Tinjauan Hukum Islam tentang Prosesi Perkawinan Adat Makassar
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2016)” untuk
melihat sejauh mana kebiasaan Adat istiadat dalam pernikahan yang telah di
laksanakan sejak dahulu sampai sekarang.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
a. Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah melihat bagaimana prosesi perkawinan Adat
Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Peneliti akan meninjau
melalui hukum Islam tentang serangkaian prosesi perkawinan Adat Makassar,
sekaligus melihat sejauh mana kebiasaan Adat istiadat dalam pernikahan yang telah
dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang.
b. Deskripsi Fokus
Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al- Quran dan
Hadits dan sumber-sumber lain yang wujudnya
berupa kitab-kitab fiqih, madzhab syafi’i, fatwa-
fatwa lembaga atau organisasi ke Islaman, dan
pendapat ahli hukum Islam.
Prosesi Pernikahan Adat : Kebiasaan masyarakat dalam prosesi
perkawinan pada daerah tertentu yang menjadi
budaya dari nenek moyang mereka dan dijaga
sampai saat ini.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas maka peneliti merumuskan
pokok masalah yaitu apakah perkawinan Adat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa bertentangan dengan hukum Islam, yang terbagi dalam beberapa submasalah:
A. Bagaimana Prosesi A’jangang-jangang?
B. Bagaimana Prosesi Assuro, Appa’nassa, dan Passikko Tau?
8C. Bagaimana Prosesi Appassili Bunting dan A’bu’bu?
D. Bagaimana Prosesi Patamma’ dan Akkorontigi?
E. Bagaimana Prosesi Naikkalenna, Appabattu Nikka dan Appabajikang Bunting?
F. Bagaimana Prosesi A’lekka Bunting?
G. Bagaimana Nilai-nilai yang Terkandung dalam Prosesi perkawinan Adat
Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan
yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebelum
melakukan penelitian peneliti telah mengkaji dan menelaah berbagai literature yang
berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya:
1. Skripsi oleh Hardianto Ritonga Yang berjudul : Perkawinan Adat Batak di
Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)7. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, perkawinan semarga dalam masyarakat
adat Padang Sidimpuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam
agama Islam ini tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan
perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan
marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak
ataupun tumpang tindih. Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka
tidak bisa mengikuti upacara Adat setempat apabila ada horja (perayaan
besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih
7 Hardianto Ritonga, “ Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera
Utara (Kajian Fenomenologis)”. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
9disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan Adat masyarakat Padang
Sidimpuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila halite
dilanggar berarti ada konsekwensi hukum Adat yang berlaku bagi mereka.
Seperti mengganti marga, membayar denda Adat yang ditimpakan kepada
mereka atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan Adat yang
berlaku.
2. Skripsi yang diangkat Setyo Nur Kuncoro yang berjudul: Tradisi Perkawinan
Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat kauman,
Pasar kliwon, Surakarta)8. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa
prosesi perkawinan Adat keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas,
Kedua, Prosesi upacara perkawinan Adat keraton dalam pelaksanaan tahap-
pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran agama Hindu. Ketiga, terdapat
perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan Adat
Keraton Surakarta.
Sejauh pengamatan peneliti judul ini belum pernah dibahas oleh siapa pun.
Dan adapun perbedaan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya adalah dalam tulisan
ini, peneliti meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang prosesi perkawinan Adat
Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
8 Kuncoro Setyo Nur, “ Tradisi Perkawinan adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan
Ulama dan Masyarakat kauman, Pasar kliwon, Surakarta)”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas Syari’ah UIN maulana Malik Ibrahim Malang. 2013
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E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana prosesi a’jangang-jangang.
b. Untuk mengetahui bagaimana prosesi assuro, appa’nassa, dan passikko
tau.
c. Untuk mengetahui bagaimana prosesi appassili bunting dan a’bu’bu.
d. Untuk mengetahui bagaimana prosesi patamma’ dan akkorontigi.
e. Untuk mengetahui bagaimana prosesi naikkalenna, appabattu nikka dan
appabajikang bunting.
f. Untuk mengetahui bagaimana prosesi a’lekka bunting.
g. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi
perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan
pembaca di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang perkawinan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam
melihat kebiasaan tentang prosesi perkawinan Adat Makassar.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat





A. Pengertian Perkawinan Adat
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita
dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-
saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat
perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih
hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta
sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua
belah pihak.
Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu
hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan
lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini
ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat
itu.1
Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki
oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu
pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.
1 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.
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A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-
upacara perkawinan itu sebagai “rites de passage” (upacara-upacara peralihan).
Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari
mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara
perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami
isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing,
setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru
yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.2
Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi
setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti
agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan
hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat
mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti
yang di cita-citakannya.
Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan
wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah
selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan
mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Makassar
khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas
bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus
pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan
2 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung,
cet. VII, 1984), h. 123.
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rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak
yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.3
Bagi masyarakat Makassar perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan
rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa
jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat
anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi
untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.
Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum Adat yang bersifat
kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis
kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga
keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai Adat budaya dan kedamaian, dan
untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan
antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan
hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan Adat bagi
masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain,
begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.4
Dalam masyarakat patrilinial, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan
garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk
perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya
perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan
Adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat
3 Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya
Surakarta dan Yogyakarta), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 10.
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990,) h. 23.
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matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu,
sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil
suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam
kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan Adatnya dalam susunan kekerabatan
orang tuanya.
B. Syarat-syarat Perkawinan Adat
Dalam hukum Adat, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat
dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita,
wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah
syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut.
Menurut hukum Adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat di
klasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:
a. Mas kawin
Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak
laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:
1. Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya
menyerahkan pembagiannya kepada mereka. Secara tegas menyerahkannya
kepada perempuan yang bersangkutan.
2. Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum
kerabatnya.5
5 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992),
h. 34.
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b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja
Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya,
apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai
putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam
keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk
memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus
bekerja pada orang tua istrinya (mertua).
c. Pertukaran gadis
Pada bride-exchange, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk di
nikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis
lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki
kerabat calon isterinya.
C. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat
Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga
bentuk perkawinan, antara lain:
a. Bentuk perkawinan jujur
b. Bentuk perkawinan semendo
c. Bentuk perkawinan bebas
Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak lakilaki
memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur
biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan,
adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh
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karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena
menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik
yang murni maupun yang beralih-alih.
Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib
bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak
berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena
adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman
suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan
menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga. Masyarakat yang masih
konsekwen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan
menambah ciri lagi yaitu a simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan
timbal balik antara dua keluarga  walaupun berlainan marga, apabila antara kedua
keluarga tersebut telah ada perkawinan.
Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilokal dan exogami.
Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di
kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan
darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki
tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak
sederajat.
Bentuk perkawinan ini, di jumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan
merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat
dijumpai pada setiap bentuk masyarakat. Sedangkan bentuk kawin bebas tidak
menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung
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pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus
antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogami,
artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini
banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.
Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa
perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Artinya, bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas,
sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut
(UU RI Tahun 1974 Pasal2). Baik perkawinan jujur maupun perkawinan semendo,
keduanya memiliki akibat-akibat yang harus dijalani oleh suami dan isteri. Akibat
dari perkawinan jujur adalah:
a) Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan
masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang
telah menjujurnya.
b) Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan
mewaris dari ayahnya.
c) Kedudukan suami dan isteri sederajat.
d) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.
Sementara perkawinan semendo berakibat pada:
a) Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk
clan ayahnya.
b) Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat.
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c) Pada kawin semendo sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas
melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya.
Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli
waris.
Berbeda dengan perkawinan jujur dan semendo, perkawinan bebas dapat di
jumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri
tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di
satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak
keturunananya. Selain tiga perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan Adat lain yaitu
perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum
Adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku
bangsa, Adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang
perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah
perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana di
nyatakan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 57.6
Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri, agar
perkawinan itu sah maka salah satu harus mengalah memasuki agama suami atau
agama isteri. Menurut agama Islam perkawinan campuran antar agama di mana calon
suami isteri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, maka Islam hanya
membolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan beragama lain. Jika
sebaliknya suami beragama lain dari Islam sedangkan isteri beragama Islam dilarang.
6 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,( Bandung: Mandar Maju,
1992), hlm. 188.
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Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat
Adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung
Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu
merupakan pelanggaran Adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya.
Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan
sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk
perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan
perundangan kedua pihak.
D. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat
Menurut hukum Adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:
a. Sistem Endogami
Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku
keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut
Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem
endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan
lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan
menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya
terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat
susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.
b. Sistem Exogami
Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan
suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan
berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa,
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sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan
yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli,
Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.
c. Sistem Eleutherogami
Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki
larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-
larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat
dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang
menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung,
cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin
dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak
tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk
Jawa.
E. Perempuan yang boleh dinikahi Menurut Adat
Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Adat, bagi masyarakat
yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa
pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah
menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status
perkawinannya.
Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum Adat:
1. Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang Batak, perempuan yang
boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak
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melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak
menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak
melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut,
dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
2. Prinsip matrilineal pada orang Minangkabau membolehkan perempuan untuk
dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
3. Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya
perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara
ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak
kandungnya (yang lebih tua).7
F. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku
pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.
Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (lakilaki dan perempuan) Allah swt
menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.
Dalam firman Allah QS Al-Baqarah/02:221.
 ﱡﻣ ٌﺔَﻣَﻷَو ﱠﻦِﻣْﺆُـﻳ ﱠﱴَﺣ ِتﺎَِﻛﺮْﺸُﻤْﻟا اﻮُﺤِﻜْﻨَـﺗ َﻻَو ِﻣْﺆ ٌﺔَﻨ َﺧ ﻦِّﻣ ◌ُُْﲑ ﱡﻣ ْﻋَأ ْﻮَﻟَو ٍﺔَِﻛﺮْﺸ اﻮُﺤِﻜُﻨﺗ َﻻَو ْﻢُﻜْﺘَـﺒَﺠ  ﱠﱴَﺣ َﲔِِﻛﺮْﺸُﻤْﻟا ُ◌ُْﲑَﺧ ٌﻦِﻣْﺆﱡﻣ ٌﺪْﺒَﻌَﻟَو اﻮُﻨِﻣْﺆُـﻳﻦِّﻣ ْﺸﱡﻣ ْﻮَﻟَو ٍِكﺮ َأ َﻚَِﺋﻻُْوأ ْﻢُﻜَﺒَﺠْﻋ ِرﺎﱠﻨﻟا َﱃِإ َنﻮُﻋْﺪَﻳ  ِِﻪﻧْذِِ  ِةَﺮِﻔْﻐَﻤْﻟاَو ِﺔﱠَﻨْﳉا َﱃِإ اﻮُﻋْﺪَﻳ ُﷲَو َو َﺒُـﻳ ُ ِّﲔ ِِﻪﺗ َ َاء ِﻟ ـَﻳ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟ ِسﺎﱠﻨﻠنوُﺮﱠَﻛﺬَﺘ)١٢٢(
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum merekaberiman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanitamusyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
7 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung, Sitra Aditya Bakti, 1992), h.38-39.
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orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum merekaberiman” (QS. Al-Baqarah: 221)8
Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah
dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna ءطﻮﻟا (hubungan
kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang,
kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’. Di antara hal yang
membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya.
Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya
tidak boleh menjadi boleh atau haram menjadi halal.
Kata nikah juga dapat berarti ﻢﻠﺣ atau ﺪﺷﺮﻟا yang berarti umur baligh (usia
dewasa)32, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa/4:6.
 َحﺎَﻜِّﻨﻟا اﻮُﻐَﻠَـﺑ اَذِإ ٰﱠﱴَﺣ ٰﻰَﻣﺎَﺘَـﻴْﻟا اﻮُﻠَـﺘْـﺑاَو َِﺈﻓ ْنآ ُﺘْﺴَﻧ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ْﻢ ُر َِﻟإ اﻮُﻌَـﻓْدَﺎﻓ اًﺪْﺷ ﺎَﻫﻮُﻠُﻛَْ َﻻَو ُْﻢَﳍاَﻮَْﻣأ ْﻢِﻬْﻴ  ـَﻓ ﺎﻴِﻨَﻏ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣَو اُوَﱪْﻜَﻳ ْنَأ ًاراَﺪِﺑَو ًﺎﻓَاﺮْﺳِإ َﻴْﻠ ْﻌَـﺘْﺴ ْﻦَﻣَو ْﻒِﻔ َﻴْﻠَـﻓ ًاﲑِﻘَﻓ َنﺎَﻛ اَذَِﺈﻓ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِ  ْﻞُﻛْﺄ  َُﳍاَﻮَْﻣأ ْﻢِﻬَْﻴِﻟإ ْﻢُﺘْﻌَـﻓَد َو ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ اوُﺪِﻬْﺷَﺄَﻓ ْﻢ َﻔَﻛ ِ  ٰﻰ ِﺴَﺣ ِﱠ:ءﺎﺴﻨﻟا﴿  ﺎًﺒﻴ٦﴾
Terjemahnya:
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah
ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas
persaksian itu).” (QS. An-Nisa’: 6)9
Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun. Nikah
juga dapat bermakna akad dan semua akibatnya, yaitu biaya hidup dalam rumah
tangga, atau paling tidak biaya akad nikah. Dalam Al-Quran perkawinan juga disebut
8Kementrian Agama RI, Al-Fatih (Jakarta Timur: Pustaka Al Fatih, 2009), h. 35
9 Kementrian Agama RI, Al-Fatih, h. 77.
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dengan جوﺰﺗ . Kata ini tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran sebagai suatu
perintah harfiah, secara aktif terhadap perkawinan, melainkan sebagai “kata benda”
yang pasif. Sehingga kata ( ﺎﺟوز- جوﺰﯾ- جوز ) berarti jodoh atau kawan, seperti tersirat
dalam surat Al-Rum ayat 21. Kata tersebut di atas cukup banyak disebutkan dalam
Al-Quran dengan konotasi yang paling dominan adalah jodoh. Jumlah ayatnya tidak
kurang dari 78 ayat yang tersebar di banyak surat.
Bahkan jodoh itu digunakan sebagai fenomena umum baik makhluk manusia
mau pun lainnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 seperti
disebutkan di atas. Kata nikah dan tazawwaj, dalam ilmu fiqh disebut dengan kata
sharih (denotatif), atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim. Dari segi
bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh
(fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-
rukun dan syarat-syarat.10 Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mendefinisikan nikah
sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing
suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari’atkan Allah swt.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat
kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi
yang melaksanakannya.11 Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari pengertian di atas, dapat diambil
pengertian bahwa: pertama, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap
hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang,
10 Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, Kifayat al-Akhyar, Juz 2, (Bandung: PT. al-Ma’arif, t.th.),
h. 36.
11 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum
Islam.
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memeluk, mencium dan hubungan intim. Kedua, perkawinan juga merupakan cara
untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya
regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan ketiga, perkawinan
memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua
insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi
bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja
saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis
(sakinah).
Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu UU RI No. 1
Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana perkawinan dapat
berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pasal 1
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Dalam KUHPerdata dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan
hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa
tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak
membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai
pencatat sipil telah berlangsung.
Berkaitan dengan takrif atau definisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa
hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, yaitu:
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1. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk
akad atau kontrak. Dawoud el Alami dan Doreen Hinchliffe, menyatakan bahwa
perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua
kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu
penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh
pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib,
sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad
perkawinan adalah jelas (sah).12
2. Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan seorang perempuan. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia (No. 1
Tahun 1974) disebutkan dalam anak kalimat “antara seorang pria dengan seorang
wanita” atau “aqdun bayn ar-rajul wa al-mar’ah” dalam undang-undang
perkawinan lain.
3. Ttujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau sakinah, sebagaimana
disebutkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 “dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) bahagia dan kekal” atau “to establish a bond a shared life and
for procreation,” “with the object of the faming of a family and producing
children,” dalam undang-undang perkawinan dunia Islam.
Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama, maka hendaknya
dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974
12 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 50-51.
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“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu.”
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita
dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-
saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
G. Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah swt dan
juga oleh Nabi saw. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk
melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi saw dalam sebuah hadits yang juga
menganjurkan perkawinan. Di antara firman Allah swt dalam QS Al-Nisa/4:3.
 ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ﻮُﺤِﻜْﻧَﺎﻓ ٰﻰَﻣﺎَﺘَـﻴْﻟا ِﰲ اُﻮﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠﻻَأﺎَﻣ ا َبَﺎﻃ َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َو َٰﲎْﺜَﻣ ِءﺎَﺴِّﻨﻟا ْنَِﺈﻓ  َع َُرَو َثَﻼُﺛ  ََْﳝأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ َْوأ ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ُﻧﺎ ْﻢُﻜ َٰذ َٰﱏَْدأ َﻚِﻟ  اﻮُﻟﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَأ﴿:ءﺎﺴﻨﻟا٣﴾
Terjemahnya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilahwanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jikakamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, ataubudak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepadatidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)13
Dan dalam firman Allah QS Al-Rum/30:21.
 ًﺟاَوَْزأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْـَﻧأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِِﻪﺗ َ آ ْﻦِﻣَو ِﻟ ﺎ ُﻜْﺴَﺘ ـَْﻴِﻟإ اﻮُﻨ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﻬ ًَﺔْﲪَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ◌ۚ ﱠنِإ  ِﰲ َﻚِﻟ َٰذ ٍت َ َﻵ ٍمْﻮَِﻘﻟ ﱠﻜَﻔَـﺘَـﻳ َنوُﺮ)٢١(
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
13 Kementrian Agama RI, Al-Fatih, h. 77
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kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)14
Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan
perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah
dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan
perkawinan itu tidak lah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.15
Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di
atas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh).
Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan
Dzahiri, menikah hukumnya wajib.16 Terlepas dari perbedaan pendapat para imam
mazhab, maka hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan ‘illat17
hukum.
Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:18
1. Wajib
Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya, dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan terjerumus dalam
perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah
14 Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 306
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: 2006), h. 44.
16 Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid, juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, t.t)., h. 196.
17 ‘Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal (pokok) yang menjadi dasar untuk
menetapkan hukum pada ashal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari
hukumnya. Lihat Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan
Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996, cet. I), h. 83.
18 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 2,( Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992, h. 12-14.
28
wajib bagi seseorang, sedangkan penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan
perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan perkawinan.
2. Sunnah
Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kawin
dan telah mempunyai kemampuan. Untuk melaksanakan dan memikul kewajiban
dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan
berbuat zina. Melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan
hanya beribadah. Oleh sebab itu para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan
tidak mau menikah itu tidak termasuk ajaran Islam.
3. Mubah
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah
atau boleh. Artinya, perkawinan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai
harta benda, tetapi apabila tidak kawin tidak akan berbuat zina dan andai kata kawin
tidak akan menyianyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan ini dilakukan
sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga
keselamatan hidup beragama.
4. Makruh
Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material,
cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret
dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran memenuhi kewajibannya
terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya




Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan
perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan isterinya dan tidak mampu
memberi nafkah. Dengan demikian, perkawinan merupakan jembatan baginya untuk
berbuat dzalim.
Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan disebutkan dalam
pasal 2-10. Pasal 5 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dijamin kesahannya
dan demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus
dicatat. Pencatatan yang dimaksud, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah,
maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6).
Begitu juga dengan UU RI No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bisa
dikatakan sah apabila dicatat, sebagaimana undangundang yang berlaku.
H. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam
Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan
syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak
dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan
bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi fasid
(rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil
(batal).19Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:
19 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Maktabah
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d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak dapat halangan perkawinan




d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, dengan syarat:
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa
al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th)., h. 118.
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5. Ijab Qabul, dengan syarat:
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan
dua orang saksi.
I. Perempuan yang dianjurkan dinikahi Menurut Islam
Setelah mengetahui rukun dan syarat perkawinan, bagi seorang muslim yang
hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan
yang akan mendampingi nantinya. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar nantinya
setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita
rencanakan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan
terpelihara status perkawinan kita. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan dalam
memilih pasangan yaitu karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan
karena agamanya.
1. Karena Hartanya
Laki-laki baik dahulu maupun sekarang, menginginkan kawin dengan perempuan
yang kaya. Padahal hal ini belum tentu berdampak positif. Karena orang yang
32
mementingkan perkawinan karena mengharapkan harta kekayaannya semata dapat
menjatuhkan harga dirinya. Lebih-lebih hal ini timbul dari pihak laki-laki, sebab akan
menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari kekayaannya. Dalam firman
Allah QS Al-Nisa/4:34.
 ُﱠ ا َﻞﱠﻀَﻓ َﺎِﲟ ِءﺎَﺴِّﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ َنﻮُﻣاﱠﻮَـﻗ ُلﺎَِﺟّﺮﻟا ْﻌَـﺑ ْﻢُﻬَﻀ ْﻌَـﺑ ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻘَﻔْـَﻧأ َﺎِﲟَو ٍﺾ ِﻣ ِْﻢِﳍاَﻮَْﻣأ ْﻦ  َﻆِﻔَﺣ َﺎِﲟ ِﺐْﻴَﻐِْﻠﻟ ٌتَﺎﻈِﻓﺎَﺣ ٌتﺎَِﺘﻧَﺎﻗ ُتَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟَﺎﻓ ُﱠ ا َو ََﲣ ِﰐ ﱠﻼﻟا ﱠﻦُﻫَزﻮُﺸُﻧ َنﻮُﻓﺎ ﱠﻦُﻫﻮُﻈِﻌَﻓ  َْﻌﻃَأ ْنَِﺈﻓ ﱠﻦُﻫُﻮِﺑﺮْﺿاَو ِﻊِﺟﺎَﻀَﻤْﻟا ِﰲ ﱠﻦُﻫوُﺮُﺠْﻫاَو ُﻜَﻨ َﻓ ْﻢاﻮُﻐ ْـﺒَـﺗ َﻼ ًﻼﻴِﺒَﺳ ﱠﻦِﻬْﻴَﻠَﻋ ِإ  ﺎﻴِﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﱠ ا ﱠن ) ًاﲑِﺒَﻛ٤٣(
Terjemahnya:
“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telahmelebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan darihartahartanya.” (QS. An-Nisa’: 34)20
Mengharapkan isteri yang kaya, hanya karena semata-mata ingin mengharap
kekayaan, sungguh merupakan suatu pertimbangan yang jauh dari tuntunan baginda
Rasul.
2. Karena keturunan atau kebangsawanannya
Pandangan ini sungguh merupakan pandangan yang kurang mulia. Sebab dalam
ajaran Islam, kemuliaan tidak terletak pada keturunan atau kebangsawanan. Kemuliaan
seseorang di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya, sebagaimana
dinyatakan dalam firman Allah QS Al-Hujurat/49:13.
 ـُْﻧأَو ٍﺮََﻛذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﱠ ِإ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َ ﻰَﺜ َو ْﻠَﻌَﺟ ُﻌُﺷ ْﻢُﻛﺎَﻨ ًﻮ ـَِﺘﻟ َﻞِﺋﺎَﺒَـﻗَو َﺪْﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ ﱠنِإ اﻮُﻓَرﺎَﻌ تاﺮﺠﳊٌاﲑِﺒَﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َﱠ ا ﱠنِإ ْﻢُﻛﺎَﻘْـَﺗأ ِﱠ ا) :٣١(
Terjemahnya:
“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
20 Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 74
33
dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Al-Hujurat:13)21.
Dalam sebuah Hadits dijelaskan bahwa barang siapa mengawini seorang
perempuan karena kebangsawanannya, niscaya tidak akan bertambah
kebangsawanannya kecuali mendapat hinaan. Memilih calon isteri karena mengharap
atau menginginkan kebangsawanannya semata adalah suatu larangan. Karena
kebangsawanan seseorang (suami-isteri) tidak mungkin berpindah kepada orang lain.
Dalam Islam dianjurkan agar kita memilih perempuan dari golongan keluarga
yang baik-baik, yang kokoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dengan
demikian, kelak dia akan dapat mendidik anak-anaknya secara baik sesuai tuntunan
Rasulullah. Sebaliknya, jika memilih calon isteri yang tidak baik agamanya,
sedangkan dia tidak shalat, tidak puasa, tidak suka membaca Al-Quran, tidak mau
membayar zakat dan ibadah-ibadah lainnya, maka dikhawatirkan didikan yang
diberikan kepada anak-anaknya tidak baik pula.
3. Karena kecantikannya
Seorang laki-laki apabila hendak menikah, dianjurkan untuk memilih calon isteri
yang cantik. Hal ini penting, karena dapat menyenangkan suami yang akhirnya
bermuara pada kepuasan rohani (seksual). Dengan kecantikan biasanya dapat
menyebabkan timbulnya keserasian dan kerukunan hidup suami isteri. Keduanya
saling mencintai dan menyayangi. Sadar akan hal tersebut, nabi Muhammad saw,
mengajarkan kaum laki-laki yang akan menikah, hendaklah terlebih dahulu dilihat
perempuan yang akan dinikahinya.
21 Kementrian Agama RI, Al-Fatih, h.517
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4. Karena agamanya
Pandangan ini merupakan pandangan yang paling tepat. Seseorang yang akan
menentukan pilihan jodohnya bukan hanya karena harta kekayaannya, keturunan atau
kebangsawanannya, kecantikannya. Tapi unsur yang paling penting adalah memilih
istri yang beragama Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Dalam
perkawinan antar anggota keluarga yang mendasari terjadinya perkawinan ini adalah
untuk menyambung tali silaturrahim antar kedua keluarga dan juga untuk menjaga
kewibawaan dari kedua keluarga.
J. Tujuan Perkawinan
Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi
pelakunya. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang
selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat
memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta
menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang
paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan
kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mataterpelihara dari melihat yang haram.
Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak
keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam
sangat diperhatikan. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan
ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
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Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan
sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja,
karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya. Pembagian tugas,
dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya
bekerja mencari nafkah.
Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali
kemasyarakatan.22
Menikah akan meningkatkan hasrat dan martabat manusia. Sebagaimana
kehidupan manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui
bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri merekasama liarnya
dengan nafsu yang tidak bisa mereka jinakkan. Menikah menjadikan harkat dan
martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Manusia
secara jelas akan berbeda dengan binatang apabila ia mampu menjaga hawa nafsu
melalui pernikahan.
Menikah memuliakan kaum wanita. Banyak wanita yang akhirnya terjerumus
pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-
orang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat memuliakan kaum wanita.
Mereka akan di tempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga. Menikah
adalah cara untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang shaleh diharapkan mampu
melanjutkan keturunan yang shaleh pula. Dari anak-anak yang shaleh ini akan
tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya
22Sayyid Sabiq, h.21.
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kelompok-kelompok masyarakat yang shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam
di masa mendatang. Selanjutnya menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah
swt. Inilah bukti kecintaan Allah swt. terhadap makhluk-Nya. Dia memberikan cara
kepada makhlukNya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk.
Di dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan
hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan. Allah menjadikan makhlukNya





A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang
mengarah kepada kesimpulan.1 Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pedekatan Yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan
berdasarkan peraturan-peraturanyang berlaku yang memiliki korelasi
dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap hukum
Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
3. Pendekatan Sosiologis, ialah peneliti menggunakan logika-logika dan teori
sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan
fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain.2 Yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas.
1
.Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.




Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan para tokoh
masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki oleh
pemerintah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan
analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan , maka digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya
jawab atau komunikasi melalui percakapan dengan responden yaitu pihak
yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah
orang yang informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan
biasa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah
atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi dalam hal ini
bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab dengan tokoh
masyarakat dan tokoh agama serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan
penelitian.
2. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
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undangan, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.3
3. Observasi
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.4
Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek
serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu
kejadian.5 Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses
pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat,
catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat
utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang
kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.
Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi,
surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen
pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di
3Sutrisno Hadi, Metodologi penelitian (Yogyakarta:Pustaka pelajar,1986),h. 172.
4Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),
h. 142.
5 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta:
CV. Andi Offset, 2006), h. 37.
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website, dan lain-lain.6 Gottschalk menyatakan bahwa dokumen
(dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses
pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat
tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.7 Pada metode ini peneliti akan
mengambil dokumentasi di wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa terkait prosesi pernikahan  Adat Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap
peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan
terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik
secara akademik maupun logiknya8.
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya.
6fitwiethayalisyi, “penelitian kualitatif (metode pengumpulan data)”https:
//fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif- metodepengumpulan-data/
(24 November 2015)
7Gottschalk, Louis. Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan
Nugroho Notosusanto).(Jakarta: UI Press.1998), h. 127
8 Sugiono.2009.Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung:
Alfa Beta).
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat
dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk
menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang
berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik
itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriktif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan
guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk
menjawab permasalahan yang akan diteliti.
G. Pengujian Keabsahan Data
a. Meningkatkan ketekunan.
Meningkatkan ketekunan berati melakukan pengamatan secara lebih cermat
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan
ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang
ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan
maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang
apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.
b. Menggunakan bahan referensi.
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data
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hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data
yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini




PROSESI PERKAWINAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Gowa, terletak didataran berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten
Gowa, yakni Kecamatan Bontomarannu dan Pattallassang di sebelah Timur,
Kecamatan Pallangga di sebelah Selatan, pada bagian Barat Kecamatan Barombong
dan kota Makassar, sebelah Utara dengan kota Makassar.
Seperti kecamatan lain di Kabupaten Gowa, Somba Opu
terbentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005, dengan Sungguminasa sebagai
Ibukota kecamatan juga merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Somba Opu secara
















Batas wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ialah luas wilayah
28.09 km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah Kabupaten Gowa) dengan
ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar
wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat Geografis berada pada 5
derajat 12’5″ LS dan 119 derajat 27’15″ BT. Batas alam dengan Kecamatan
Pallanggaadalah Sungai Jeneberangyaitu sungai dengan panjang 90 km dan luas
Daerah Aliran Sungai 881 km2. Serta berkependudukan:
a) Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan
Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten
Gowa sebesar 652.329 orang.
b) Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak
penduduknya untuk wilayah perkotaan, yakni sebanyak 130.126 orang dimana
jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.442 orang dan perempuan sebesar
65.684.
c) Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat
kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/km2.
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d) Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi
dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 persen
e) Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar
sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.
B. Prosesi A’jangang-jangang
Pihak laki-laki atau utusannya melakukan kunjungan kerumah pihak
perempuan, maknanya ialah bersilaturrahim sambil melihat-lihat keadaan keluarga
perempuan, dan mencari tau dari pihak tetangganya, sekaligus menanyakan apakah
perempuan itu belum atau sudah ada yang meminangnya.
Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya
ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula
sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahinya.
Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah
mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya,
agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan
mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si wanita ataupun
dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita.
Yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang bisa menjatuhkan
kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak seperti bermudah-mudahan
melakukan hubungan telepon, sms, surat-menyurat, dengan alasan ingin ta’aruf
(kenal-mengenal) dengan calon suami/istri.Jangankan baru ta’aruf, yang sudah resmi
meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. Karenanya, ketika Syaikh Shalih
bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ditanya tentang pembicaraan
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melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya,
beliau menjawab, “Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan
wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangannya telah diterima dan
pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan
yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si
wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan
yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal
belum berlangsung pelamaran di antara mereka, namun tujuannya untuk saling
mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa
mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji. Allah swt
berfirman dalam QS al-Ahzab/33:32
 ِﻪِﺒْﻠَـﻗ ِﰲ يِﺬﱠﻟا َﻊَﻤْﻄَﻴَـﻓ ِلْﻮَﻘْﻟ ِ  َﻦْﻌَﻀَْﲣ َﻼَﻓ َﻣًﺎﻓوُﺮْﻌَﻣ ًﻻْﻮَـﻗ َﻦْﻠُـﻗَو ٌضَﺮ
Terjemahnya:
“Maka janganlah kalian tunduk (lembut mendayu-dayu) dalam berbicara
sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit dan
ucapkanlah ucapan yang ma’ruf.” (Al-Ahzab: 32)1
Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah saw untuk menghibahkan
dirinya. Si wanita berkata:
 ـَﻧ َﻚَﻟ ُﺐَﻫَأ ُﺖْﺌِﺟ ،ِﷲ َلْﻮُﺳَر َ َِﻟإ َﺮَﻈَﻨَـﻓ .ﻲِﺴْﻔ َﻬْـﻴ ُﺳَر ﺎﺻ ِﷲ ُلْﻮ َﺼَﻓ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠ َﺪﱠﻌ  ِﷲ ُلْﻮُﺳَر ََﺄﻃَْﺄﻃ ﱠُﰒ ،َُﻪﺑﱠﻮَﺻَو ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ َﺮَﻈﱠﻨﻟاﺻﷲ ﻰﻠﻠﻋ ًْأر ﻢﻠﺳو ﻪﻴ ُﻪَﺳ
Artinya:
“Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.”
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut.
1Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 432
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Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si
wanita.Kemudian beliau menundukkan kepalanya. (HR. Al-Bukhari)2
Hadits ini menunjukkan bila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita
maka dituntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan
mengamatinya.
Oleh karena itu, demikian pula ketika Al-Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu
‘anhu meminang seorang wanita, Rasulullah saw bertanya kepadanya, “Apakah
engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?”“Belum,”jawab Al-
Mughirah. Rasulullah saw bersabda:
 َﻤُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ َمَدْﺆُـﻳ ْنَأ ىَﺮْﺣَأ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ ُْﺮﻈْﻧاﺎ
Artinya:
“Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk
melanggengkan hubungan di antara kalian berdua (kelak).” (HR. An-Nasa`i)3
Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu berkata, “Dalam sabda Rasulullah saw
kepada Al-Mughirah radhiyallahu ‘anhu: “Apakah engkau telah melihat wanita yang
kau pinang tersebut?” ada dalil bahwa sunnah hukumnya ia melihat si wanita sebelum
khitbah (pelamaran), sehingga tidak memberatkan si wanita bila ternyata ia
membatalkan khitbahnya karena setelah nazhar ternyata ia tidak menyenangi si
wanita.”
Bila nazhar dilakukan setelah khitbah, bisa jadi dengan khitbah tersebut si
wanita merasa si lelaki pasti akan menikahinya. Padahal mungkin ketika si lelaki
2HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472, (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim 9),h.
215-216
3HR. An-Nasa`i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087. Dishahihkan Al-Imam Al-Albani
rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96
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melihatnya ternyata tidak menarik hatinya lalu membatalkan lamarannya, hingga
akhirnya si wanita kecewa dan sakit hati. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214)
Sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku
meminang seorang wanita, maka aku bersembunyi untuk mengintainya hingga aku
dapat melihatnya di sebuah pohon kurmanya.” Maka ada yang bertanya kepada
Muhammad, “Apakah engkau melakukan hal seperti ini padahal engkau adalah
sahabat Rasulullah saw?” Kata Muhammad, “Aku pernah mendengar Rasulullah saw
bersabda:
 َﻓ ،ٍَةَأﺮْﻣا َﺔَﺒْﻄِﺧ ٍِئﺮْﻣا ِﺐْﻠَـﻗ ِﰲ ُﷲ ﻰَﻘَْﻟأ اَذِإ َﻼ َْ َس َأ َُﺮﻈْﻨَـﻳ ْنﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ
Artinya:
“Apabila Allah melemparkan di hati seorang lelaki (niat) untuk meminang
seorang wanita maka tidak apa-apa baginya melihat wanita tersebut.”4 (HR.
Ibnu Majah no. 1864)
Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata, “Boleh melihat wanita yang ingin
dinikahi walaupun si wanita tidak mengetahuinya ataupun tidak menyadarinya.” Dalil
dari hal ini sabda Rasulullah saw:
 ْنَأ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ،ًَةَأﺮْﻣا ُﻢُُﻛﺪَﺣَأ َﺐَﻄَﺧ اَذِإ ـَﻳ َُﺮﻈْﻨ ِإ ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ ـَﻳ َﺎ ﱠﳕِإ َنﺎَﻛ اَذ  ْنِإَو ،ِﻪِﺘَﺒْﻄِِﳋ ﺎَﻬ ْـَﻴِﻟإ ُُﺮﻈْﻨ  ُﻢَﻠْﻌَـﺗ َﻻ ْﺖَﻧﺎَﻛ
Artinya:
“Apabila seorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, maka tidak ada
dosa baginya melihat si wanita apabila memang tujuan melihatnya untuk
meminangnya, walaupun si wanita tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang
4HR. Ibnu Majah no. 1864, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Ibni
Majah dan Ash-Shahihah no. 98
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dilihat).”5 (HR. Ath-Thahawi, Ahmad 5/424 dan Ath-Thabarani dalam Al-
Mu’jamul Ausath 1/52/1/898)
Pembolehan melihat wanita yang hendak dilamar walaupun tanpa
sepengetahuan dan tanpa seizinnya ini merupakan pendapat yang dipegangi jumhur
ulama.
Adapun Al-Imam Malik rahimahullahu dalam satu riwayat darinya
menyatakan, “Aku tidak menyukai bila si wanita dilihat dalam keadaan ia tidak tahu
karena khawatir pandangan kepada si wanita terarah kepada aurat.”Dan dinukilkan
dari sekelompok ahlul ilmi bahwasanya tidak boleh melihat wanita yang dipinang
sebelum dilangsungkannya akad karena si wanita masih belum jadi istrinya.6
C. Prosesi Assuro, Appa’nassa, dan  Passikko Tau
1. Prosesi Assuro
Prosesi assuro ialah meminang, dengan terlebih dahulu menyampaikan
kepada keluarga perempuan bahwa keluarga laki-laki akan datang assuro
(meminang/melamar) pada hari, tanggal, dan jam yang telah disepakati. Biasanya
utusan ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa terdiri dari 3 sampai 5 orang dengan membawa kue Adat (umba-umba,
songkolo palopo, nasi ketan dan air gula merah). Dalam prosesi Assuro, salah seorang
jadi juru bicara. Keluarga perempuan yang menjadi tuan rumah terdiri dari beberapa
orang juga dengan seorang juru bicara. Pembicaraaan diawali oleh utusan pihak laki-
laki dengan terlebih dahulu memuji kepada Allah swt dan shalawat kepada Rasulullah
5HR. Ath-Thahawi, Ahmad 5/424 dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jamul Ausath 1/52/1/898,
dengan sanad yang shahih, lihat Ash-Shahihah 1/200
6Al-Hawil Kabir 9/35, Syarhul Ma’anil Atsar 2/372, Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim 9/214,
Fathul Bari 9/158
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saw, lalu dengan penuh rasa hormat dan sopan santun menyampaikan salam dari
orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan dan keluarga yang hadir.
Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita,
hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya.
Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah
terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram
baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah saw pernah bersabda:
 َﺢِﻜْﻨَـﻳ ﱠﱴَﺣ ِﻪْﻴِﺧَأ ِﺔَﺒْﻄِﺧ ﻰَﻠَﻋ ُﻞُﺟﱠﺮﻟا ُﺐُﻄَْﳜ َﻻ َأ ُْﱰَﻳ ْو َك
Artinya:
“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh
saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya
(membatalkan pinangannya).”7 (HR. Al-Bukhari no. 5144)
Dalam riwayat Muslim (no. 3449) disebutkan:
 ْنَأ ِﻦِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ ﱡﻞَِﳛ َﻼَﻓ ،ِﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا ﻮُﺧَأ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟا ـَﻳ َعﺎَﺘ ْـﺒ ِﻊْﻴَـﺑ ﻰﻠَﻋ ُﻄَْﳜ َﻻَو ِﻪْﻴِﺧَأ ِﻪْﻴِﺧَأ ِﺔَﺒْﻄِﺧ ﻰَﻠَﻋ َﺐ  َرَﺬَﻳ ﱠﱴَﺣ
Artinya:
“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidaklah halal
baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya dan tidak halal
pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga
saudaranya meninggalkan pinangannya (membatalkan).”
Perkara ini merugikan peminang yang pertama, di mana bisa jadi pihak wanita
meminta pembatalan pinangannya disebabkan si wanita lebih menyukai peminang
kedua. Akibatnya, terjadi permusuhan di antara sesama muslim dan pelanggaran hak.
Bila peminang pertama ternyata ditolak atau peminang pertama mengizinkan
7HR. Al-Bukhari no. 5144
49
peminang kedua untuk melamar si wanita, atau peminang pertama membatalkan
pinangannya maka boleh bagi peminang kedua untuk maju.
Setelah pinangan diterima tentunya ada kelanjutan pembicaraan, kapan akad
nikad akan dilangsungkan. Namun tidak berarti setelah peminangan tersebut, si lelaki
bebas berduaan dan berhubungan dengan si wanita. Karena selama belum akad
keduanya tetap ajnabi, sehingga janganlah seorang muslim bermudah-mudahan
dalam hal ini.
2. Prosesi Appa’nassa
Setelah prosesi assuro, pada waktu yang sama melakukan prosesi
appa’nassa(menentukan) yang ditentukan dalam acara ini ialah beupa jumlah uang
belanja dari pihak laki-laki, kapan waktu pelaksanaan pernikahan (hari, tanggal, bulan
dan jam). Biasanya appa’nassa ini dilakukan pada waktu lain, tetapi untuk
mengefesienkan waktu maka dilakukan hari itu juga setelah itu assuro mengingat
tempat tinggal keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
berjauhan. Maka diadakanlah musyawarah kedua pihak untuk mufakat tentang:
1. Uang belanja perkawinan (uang panaik) karena Adat di Kecamatan Somba
Opu Kabupaten Gowa biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki.
Besarnya uang belanja bervariasi sesuai status sosial pihak laki-laki dan
hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Waktu penyerahan uang belanja dan waktu akad nikah. Biasanya uang
belanja terdahulu diantar, satu atau dua minggu sebelum pernikahan.
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Tetapi ada juga yang di antar bersamaan dengan pengantin laki-laki (atas
permintaan pihak perempuan).
3. Mahar (mas kawin). Yang menentukan ialah pihak laki-laki, biasanya
pihak perempuan menerima apapun mahar dari pihak laki-laki (mahar
biasanya berupa emas, mobil, rumah permanen, tanah atau sawah, dan
dillengkapi seperangkat alat shalat). Ditentukan pula biaya nikah yang
biasanya ditanggung oleh pihak laki-laki.
Masyarakat Bugis Makassar khususnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya
kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang panaik sebagai
syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan.
Uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki
kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan
selain mahar. Pemberian uang panaik pada masyarakat Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa  merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh
laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya
proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan
uang panaik yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang
dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya
bisa segera di dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum
tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah uang panaik
yang dipatok. Firman Allah dalam QS an-Nisa/4:4
...ﻢﻜﻟاﻮﻣ اﻮﻐﺘﺒﺘﻧا ﻢﻜﻟذءاروﺎﻣ ﻢﻜﻟ ﻞﺣاو
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Terjemahnya :
"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri
dengan hartamu…" (QS. an-Nisa: 24).8
Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang
panaik sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan
sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan uang panaik.
Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima Adat dan budaya
selama tidak bertentangan dengan Syari’at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi
suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma
yang harus ditaati, maka Adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum




”Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum ”
Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pemberian uang panaik diartikan
sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita
dari mempelai laki-laki selain uang mahar.
8 Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 82
9 Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqhi, (Surabaya: Khalista2009), 267
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Mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh
lelaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak
boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri
ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya.
Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon isteri tidak boleh
menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya.
Dianjurkan kepada calon isteri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon
suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita supaya meminta mahar yang bisa
memudahkan dalam proses akad nikah.
Mahar merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada isteri berupa harta
atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Mahar atau disebut
juga dengan mas kawin diterangkan di dalam Al-quran firman Allah dalam QS an-
Nisa/4:4
ﻢﻜﻟ ﱭﻃ ﻂﻧﺎﻓﺎﺌﯨ ﺮﻣﺎﺌﯩﻨﻫ ﻩﻮﻠﻜﻓ ﺎﺴﻔﻧ ﻪﻨﻣ ءﻰﺷ ﻦﻋ
Terjemahnya:
“Dan berikanlah mahar (mas kawin) kepada perempuan yang kamu nikahi
sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. an-Nisaa’: 4)10
3. Prosesi Passikko Tau
Passikko tau, maksudnya ialah calon pengantin perempuan diikat dengan
dipasangkan cincin emas di jari manisnya oleh perempuan utusan dari pihak laki-laki
yang maknanya bahwa perempuan sudah terikat (tassikko) sebagai calon mempelai
dari laki-laki yang meminang. Prosesi ini menandakan bahwa calon mempelai laki-
laki dan calon mempelai perempuan sudah berpacaran (a’bayuang).
10 Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 77.
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Prosesi ini tidak ada aturannya di dalam Islam, akan tetapi prosesi ini
bertujuan agar supaya memudahkan bagi orang untuk mengetahui bahwa perempuan
itu telah dipinang oleh laki-laki, karena Islam melarang untuk meminang perempuan
yang telah dipinang oleh laki-laki yang lain. Rasulullah saw Bersabda:
ا ْﻦَﻋ ٌﻊِﻓ َ  ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ِﱠ ا ِﺪْﻴَـﺒُﻋ ْﻦَﻋ ٍﺪِﻟﺎَﺧ ُﻦْﺑ ُﺔَﺒْﻘُﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ ِﱠ ا ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ  ِﻪﻴِﺧَأ ِﺔَﺒْﻄِﺧ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُُﻛﺪَﺣَأ ُﺐُﻄَْﳜ َﻻ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠ ا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami 'Uqbah bin Khalid dari 'Ubaidullah ia berkata; telah
menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kalian
meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya.”
D. Prosesi Appassili Bunting dan A’bu’bu
Prosesi appasili bunting ini hampir mirip dengan siraman dalam tradisi
pernikahan Jawa. Prosesi ini dilakukan sebelum akad nikah berlangsung yang
dilaksanakan dirumah masing-masing calon pengantin, yaitu dimandi oleh orang tua
yang berpengalaman diiringi dengan doa-doa sambil duduk di beranda rumah di atas
tangga, air mandinya dicampur dengan macam-macam bunga. Acara ini dimaksudkan
sebagai pembersihan diri lahir dan batin sehingga saat kedua mempelai mengarungi
bahtera rumah tangga, mereka akan mendapat perlindungan dari Yang Kuasa dan
dihindarkan dari segala macam mara bahaya.
Sedangkana’bu’bu yaitu dicabut atau dicukur bulu-bulu halus di jidatnya.Ini
merupakan prosesi khusus untuk calon mempelai perempuan saja. Tujuan dicabutnya
bulu-bulu halus di jidat ialah agar lulur hitam (dadasa”) tahan lama digunakan.
Dadasa’ ini ditempatkan di jidat sebagai riasan pengantin, dan wajib digunakan
dalam pernikahan Adat Makassar.
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Prosesi appasili bunting ini sebenarnya bertujuan untuk merawat calon
pengantin sekaligus mendoakan agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar,
ajaran agama Islam tidak melarang untuk melaksanakan hal-hal yang baru selama
tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri, prosesi ini hanyalah sebatas mendoakan
calon pengantin. Rasulullah saw Bersabda
(ﺪﲪا ﻪﺟﺮﺧا) ﻦﺴﺣ ﷲ ﺪﻨﻋ ﻮﻬﻓ ﺎﻨﺴﺣ نﻮﻤﻠﺴﳌا ﻩار ﺎﻤﻓ
Artinya:
“Apa yang dipandang oleh orang islam baik, maka baik pula di sisi Allah”.
Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan prosei appaslii bunting dan a’bu’bu
dalam perkawinan Adat suku Bugis Makassar di Somba Opu Kabupaten Gowa
walaupun sudah menjadi tradisi dan membudaya hal ini tidak bersifat wajib  mutlak,
dalam artian perkawinan yang dilaksanakan tanpa memberikan uang panaik dan
hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita maka perkawinan tersebut
sah menurut hukum Islam, namun secara Adat akan dianggap sebagai pelanggaran
yang berakibat mendapatkan hinaan dan celaan dari masyarakat.
E. Prosesi Patamma’ dan Akkorontigi
Patamma’ yaitu menyelesaikan bacaan Al-Quran calon pengantin. Biasanya
yang dibaca mulai dari surah ad-Duha sampai an-Nas dan dilanjutkan dengan
membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 diakhiri
dengan doa khatam Al-Quran. Patamma’ dilakukan sehari menjelang pesta
pernikahan yang dirangkaikan dengan prosesi akkorontigi, rumah calon mempelai





3. Sarung sutera sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diletakkan di atas bantal.
4. Bombong unti (pucuk daun pisang).
5. Leko’rappocidu’ (daun nangka), daun nangka diletakkan di atas pucuk
daun pisang secara bersusun terdiri dari 7 atau 9 lembar.
6. Leko’ korontigi (daun paccing), adalah semacam daun tumbuh-tumbuhan
(daun pacar) yang ditumbuk halus.
7. Bente, adalah butiran beras yang digoreng tanpa menggunakan minyak
hingga mekar.
8. Unti te’ne (pisang raja).
9. Ka’do’ Minnya’ (nasi ketan).
10. Songkolo te’ne’ (nasi ketan berwarna putih)
11. Songkolo le’leng (nasi ketan berwarna hitam)
12. Kanjoli/tai bani (lilin berwarna merah).
Acara akkorontigi merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri
oleh seluruh sanak keluarga dan undangan.Acara akkorontigi memiliki hikmah yang
mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan
harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok
yaitu hari pernikahannya.
Dalam ritual ini, mempelai wanita dipakaikan daun pacar ke tangan si calon
mempelai. Masyarakat Makassar memiliki keyakinan bahwa daun pacar memiliki
sifat magis dan melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan
malam pacar atau akkorontigi, yang artinya malam mensucikan diri dengan
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meletakan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai. Orang-orang yang
diminta meletakkan daun pacar adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial
yang baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia.
Setelah para undangan lengkap dimana sanak keluarga atau para undangan
yang telah dimandatkan untuk meletakkan daun pacar telah tiba, acara dimulai
dengan pembacaan barzanji atau shalawat Nabi, setelah petugas barzanji berdiri yang
diiringi gendang (ganrang Adat Makassar), maka prosesi peletakan daun pacar
dimulai oleh anrong bunting yang kemudian diikuti oleh sanak keluarga dan para
undangan yang telah diberi tugas. Satu persatu para handai taulan dan undangan
dipanggil didampingi oleh gadis-gadis pembawa lilin yang menjemput mereka dan
memandu menuju pelaminan. Acara akkorontigi ini diakhiri dengan peletakan daun
pacar oleh kedua orang tua tercinta dan ditutup dengan doa.
Prosesi patamma dilakukan menjelang upacara pernikahan dan diadakan di
rumah masing-masing calon mempelai bertujuan untuk menammatkan calon
pengantin. karena tradisi masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
sebelum dinikahkan maka harus ditammatkan bacaan Al-Qurannya dan sekaligus
menjadi harapan bahwa dengan berbekal bacaan Al-Quran dapat membangun dan
membina keluarga dengan baik.
Prosesi akkorongtigi ini sebenarnya merupakan doa dari keluarga dekat untuk
calon pengantin, agar diberi kemudahan didalam hidup rumah tangga. Daun pacar itu
hanyalah merupakan simbol pelaksanaan akkorongitigi, agama Islam sangat
menganjurkan kepada kita untuk mendoakan sesama saudara kita apalagi sesama
muslim, salah satu doanya ialah
 َﻜْﻴَﻠَﻋ َكَر ََو َﻚَﻟ ُﷲ َكَر َﺎﻤ ٍْﲑَﺧ ِﰱ ﺎَﻤُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑ َﻊََﲨَو
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Artinya:
“Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam segala hal (yang baik)
dan mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan”
F. Prosesi Naikkalenna, Appabattu Nikka dan Appabajikang Bunting
Naikkalenna dilanjutkan akad nikah. Setelah waktu pernikahan yang
ditentukan telah tiba, maka pengantin laki-laki dengan pakaian Adat diantar oleh
sanak keluarga menuju kerumah pengantin perempuan diiringi alunan gendang
(ganrang Adat Makassar). Dirumah pengantin perempuan sudah siap menyambut
rombongan pengantin laki-laki, sebelum turun dari mobil pengantin laki-laki
disambut dan dipanggil oleh seorang utusan pihak perempuan (biasanya ibu
pengantin perempuan) dan ketika berada di depan pintu rumah pengantin perempuan
ada yang menyambu dengan pantun Makassar, antara lain:
Bunting nai mako mae ri balla’na matoannu
Matoang te’ne, ipara kamase-mase
Sikatutui ko tope, nusisassa mole-mole
Taenamontu parekanna maloloa
Artinya:
Wahai pengantin masuklah kerumah mertuamu
Mertua yang hina, keluarga berkekurangan
Hiduplah berdua tanpa rasa bosan, dan selalu saling mengingatkan
Tidak mungkin lagi kembali seperti perjaka/gadis
Akad nikah biasanya diadakan oleh penghulu, dihadiri oleh wali perempuan
dan dua orang saksi serta pengantar dan seisi rumah perempuan.Setelah akad nikah
diantarlah pengantin laki-laki oleh salah seorang keluarga masuk ke kamar pengantin
perempuan.Sebelum masuk ke kamar yang kondisinya tertutup dan terkunci
pengantin laki-laki memberikan beberapa lembar uang (dua puluh ribu sampai seratus
ribu) kepada penjaga pintu yang terdiri dari dua atau tiga orang perempuan.Acara ini
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disebut dengan appabattu nikka. Setelah berada di dalam kamar pengantin laki-laki
dituntun oleh pengantarnya untuk memegang telinga pengantin perempuan,
maknanya ialah agar pengantin perempuan selalu mendengar nasehat suaminya.
Selanjutnya memegang lengannya, maknanya ialah agar taat dan setia pada suaminya.
Lalu memegang perut pengantin perempuan, maknanya supaya tidak kekurangan
makanan dan cepat mengandung.
Setelah itu pengantin laki-laki dan perempuan keluar kamar untuk menjabat
tangan semua tamu undangan yang hadir, diawali dari kedua orang tua perempuan.
Biasanya appabattu nikka dilanjutkan dengan appabajikang bunting (didekatkan
tubuh kedua pengantin dengan saling menjabat tangan, pengantin perempuan
mencium tangan pengantin laki-laki, dan laki-laki mencium dahi pengantin
perempuan).
Prosesi serangkaian diatas itu sebenarnya ialah prosesi akad nikah dan
selanjutnya itu resmi prosesi Adat ketika mempelai lelaki telah resmi menjadi suami
mempelai wanita, lalu ia ingin masuk menemui istrinya maka disenangi baginya
untuk melakukan beberapa perkara berikut ini:
Pertama: Bersiwak terlebih dahulu untuk membersihkan mulutnya karena
dikhawatirkan tercium aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Demikian pula si istri,
hendaknya melakukan yang sama. Hal ini lebih mendorong kepada kelanggengan
hubungan dan kedekatan di antara keduanya. Didapatkan dari perbuatan Rasulullah
saw, beliau bersiwak bila hendak masuk rumah menemui istrinya, sebagaimana berita
dari Aisyah radhiyallahu ‘anha.
59
Kedua: Disenangi baginya untuk menyerahkan mahar bagi istrinya
sebagaimana akan disebutkan dalam masalah mahar dari hadits Ibnu ‘Abbas
radhiyallahu ‘anhuma.
Ketiga: Berlaku lemah lembut kepada istrinya, dengan semisal memberinya
segelas minuman ataupun yang semisalnya berdasarkan hadits Asma` bintu Yazid bin
As-Sakan radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Aku mendandani Aisyah radhiyallahu
‘anha untuk dipertemukan dengan suaminya, Rasulullah saw. Setelah selesai aku
memanggil Rasulullah saw untuk melihat Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di
samping Aisyah. Lalu didatangkan kepada beliau segelas susu. Beliau minum darinya
kemudian memberikannya kepada Aisyah yang menunduk malu.”Asma` pun
menegur Aisyah, “Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah saw. Aisyah pun
mengambilnya dan meminum sedikit dari susu tersebut.” (HR. Ahmad, 6/438, 452,
458 secara panjang dan secara ringkas dengan dua sanad yang saling menguatkan,
lihat Adabuz Zafaf).
Keempat: Meletakkan tangannya di atas bagian depan kepala istrinya (ubun-
ubunnya) sembari mendoakannya, dengan dalil sabda Rasulullah saw:
 ْﺬُﺧْﺄَﻴْﻠَـﻓ ﺎًﻣِدﺎَﺧ َىَﱰْﺷا ِوَأ ًَةأَﺮْﻣا ُﻢُُﻛﺪَﺣَأ َجﱠوَﺰَـﺗ اَذِإ ِﺔََﻛَﱪْﻟ ِ  ُعْﺪَﻴْﻟَو ﻞﺟو ﺰﻋ َﷲ ِّﻢَﺴُﻴْﻟَو ﺎَﻬِﺘَﻴِﺻﺎَِﻨﺑ
 ِّﺮَﺷَو ﺎَﻫِّﺮَﺷ ْﻦِﻣ َﻚِﺑ ُذْﻮُﻋَأَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻬَـﺘْﻠَـﺒَﺟ ﺎَﻣ ِْﲑَﺧَو ﺎَِﻫْﲑَﺧ ْﻦِﻣ َﻚَُﻟﺄْﺳَأ ِّﱐِإ ﱠﻢﻬّﻠﻟا :ْﻞُﻘَـﻴْﻟَو ﺎَﻣ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻬَـﺘْﻠَـﺒَﺟ
Artinya:
“Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli
seorang budak maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, menyebut nama
Allah Subhanahu wa Ta’ala, mendoakan keberkahan dan mengatakan: ‘Ya
Allah, aku meminta kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang
Engkau ciptakan/tabiatkan dia di atasnya dan aku berlindung kepada-Mu dari
kejelekannya dan kejelekan apa yang Engkau ciptakan/tabiatkan dia di
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atasnya”11 (HR. Abu Dawud no. 2160, dihasankan Al-Imam Al-Albani
rahimahullahu dalam Shahih Sunan Abi Dawud)
Kelima: Ahlul ‘ilmi ada yang memandang setelah dia bertemu dan mendoakan
istrinya disenangi baginya untuk shalat dua rakaat bersamanya. Hal ini dinukilkan
dari atsar Abu Sa’id maula Abu Usaid Malik bin Rabi’ah Al-Anshari. Ia berkata:
“Aku menikah dalam keadaan aku berstatus budak. Aku mengundang sejumlah
sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antara mereka ada Ibnu Mas’ud, Abu
Dzar, dan Hudzaifah radhiyallahu ‘anhum. Lalu ditegakkan shalat, majulah Abu Dzar
untuk mengimami.Namun orang-orang menyuruhku agar aku yang maju. Ketika aku
menanyakan mengapa demikian, mereka menjawab memang seharusnya demikian.
Aku pun maju mengimami mereka dalam keadaan aku berstatus budak. Mereka
mengajariku dan mengatakan, “Bila engkau masuk menemui istrimu, shalatlah dua
rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah swt dari kebaikannya dan berlindunglah dari
kejelekannya. Seterusnya, urusanmu dengan istrimu.”(Diriwayatkan Ibnu Abi
Syaibah dalam Al-Mushannaf, demikian pula Abdurrazzaq.Al-Imam Al-Albani
rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 23, “Sanadnya shahih sampai ke Abu
Sa’id”)
Adat yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan
berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh
Islam dan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang
berbunyi:412
11HR. Abu Dawud,Shahih Sunan Abi Dawud. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu
dalam, no. 2160
12Toha Andiko, ilmu Qawa’id Fiqhiyyah,154
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ﺎ  ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺠﯨ ﺔﺠﺣ سﺎﻨﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳا
Artinya:
“Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah
yang wajib diamalkan”.
G. Prosesi A’lekka Bunting
Prosesi a’lekka bunting dilakukan sehari setelah akad nikah. Nilekka
pengantin laki-laki dan perempuan di antar ke rumah pengantin laki-laki diantar oleh
sanak keluarga dengan diiringi gendang (ganrang Adat Makassar).Dirumah
pengantin laki-laki, keduanya duduk dipelaminan (pesta pernikahan di rumah
pengantin laki-laki).
Setelah itu ada acara tambahan yaitu nilekka pinruang. Pengantin sudah
berpakaian biasa dan hanya di antar oleh dua sampai lima orang dari rumah pengantin
perempuan ke rumah pengantin laki-laki.
Prosesi ini bertujuan untuk memper erat silaturrahim, Islam sangat
menganjurkan untuk mempererat silaturrahim kepada sesamau ummat muslim,
apalagi kalau sudah menjadi keluarga. Allah swt berfirman QS an-Nisa/4:1
 ﺎَﻤُﻬ ْـﻨِﻣ ﱠﺚَﺑَو ﺎَﻬَﺟْوَز ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ َﻖَﻠَﺧَو ٍةَﺪِﺣاَو ٍﺲْﻔَـﻧ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻘَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا ُﻢُﻜﱠﺑَر اﻮُﻘـﱠﺗا ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ًﺒﻴِﻗَر ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛ َﱠ ا ﱠنِإ َمﺎَﺣْرَْﻷاَو ِِﻪﺑ َنﻮُﻟَءﺎَﺴَﺗ يِﺬﱠﻟا َﱠ ا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ًءﺎَﺴِﻧَو ًاﲑِﺜَﻛ ًﻻﺎَِﺟر ﺎ
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan
daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.13
13 Kementrian Agama RI, Al-Fatih,h. 77.
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H. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Prosesi Perkawinan Adat Makassar di
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
Nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara adat perkawinan Suku Bugis
Makassar di antaranya adalah:
1. Sakralitas. Nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-
ritual khusus seperti mandi tolak bala, pembacaan berzanji, acara
mappaccing, dan lain sebagainya. Ritual-ritual tersebut dianggap sakral
oleh orang Makassar dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada
Allah swt.
2. Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada
keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria.
Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan
dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Nilai penghargaan
terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar
berupa mas kawindan doi’ balanja/uang belanja yang cukup tinggi dari
pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai
hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan.
3. Kekerabatan. Bagi orang Makassar, perkawinan bukan sekedar
menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri,
tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar.
4. Gotong-royong. Nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta perkawinan
yang melibatkan kaum kerabat, handai taulan, dan para tetangga. Mereka
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tidak tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi
juga dana untuk membiayai pesta tersebut.
5. Status sosial. Pesta perkawinan bagi orang Makassar bukan sekedar
upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial.
Semakin meriah sebuah pesta, semakin maka semakin tinggi status
sosialseseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan





Perkawinan merupakan bagian terpenting dan dianggap sakral dalam
kehidupan manusia yang beradab. Masyarakat Makassar meyakini bahwa,
perkawinan adalah wadah tempat bersatunya dua keluarga besar.
Tradisi budaya perkawinan Adat Makassar mengangkat beberapa hal seperti:
A'jangang-jangang (penyelidikan), assuro (melamar), appa'nassa (penentuan hari
pernikahan), a’bayuang (pertunangan), appasili Bunting (pembersihan diri lahir
batin), a’bu’bu (membersihkan bulu-bulu halus pada ubun-ubun alis), akkorontigi
(upacara penyucian diri calon mempelai), nilekka bunting (mempelai pria diantar ke
rumah calon mempelai wanita), appabajikang bunting (prosesi menyatukan kedua
mempelai), nilekka pinruang (acara mengantar pengantin), ini semua dilakukan pada
saat perkawinan orang-orang Makassar.
Prosesi perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa, kalau dikatakan bahwa umat Islam yang menggunakan rangkaian upacara
Adat istiadat lokal adalah sesat atau bid’ah, maka mari kita analogikan dengan aspek
lain. Contohnya dalam aspek hukum legal, dikatakan oleh sebagian orang bahwa
bid’ah adalah sesuatu yang baru dalam hal ibadah yang tidak ditemui pada masa
Nabi, sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Allah swt berfirman Q.S. al-Imran/3:110
 ﻞﻫأ ﻦﻣاءﻮﻟو ﷲ  نﻮﻨﻣﺆﺗو ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ نﻮﻬﻨﺗو فوﺮﻌﳌا  نوﺮﻣ  سﺎﻨﻟ ﺖﺟﺮﺧأ ﺔﻣأﲑﺧ ﻢﺘﻨﻛ                          .نﻮﻘﺴﻔﻟا ﻢﻫﺮﺜﻛأو نﻮﻨﻣﺆﳌا ﻢﻬﻨﻣ ﻢﳍاﲑﺧ نﺎﻜﻟ ﺐﺘﻜﻟا
65
Terjemahnya:
“Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
mennyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka dale
orang-orang yang fasik”.1
Ayat diatas berusaha menjelaskan bahwa “menyuruh kepada yang ma’ruf”,
ma’ruf dalam bahasa Arab berasal dari kata فﺮﻋ yang secara denivatif  melahirkan
sejumlah istilah tehnis dalam perkawinan Islam (tradisi perkawinan Adat) ﺔﻓﺮﻌﻣ-
فوﺮﻌﻣ-ﺔﻓﺮﻋ Bisa juga bermakna kebijakan publik atau tradisi yang dijaga dan terus
diamalkan selama tidak keluar dari nilai-nilai Islam, istilah terakhir inilah yang
menjadi penekanan penting dari ayat tersebut diatas yang secara tidak langsung
menunjukkan pentingnya menjaga budaya atau tradisi (kearifan lokal).
Jika semua hal yang baru dalam urusan ibadah, dan menikah selalu dikatakan
sebagai ibadah yang seringkali didengung-dengungkan dalam khutbah nikah, maka
semua muslim Indonesia yang mencatatkan pernikahan adalah bid’ah dan sesat
meskipun tidak menggunakan Adat istiadat lokal. Jelas dibilang sesat karena di
zaman Nabi belum ada pencatatan di catatan Sipil.
Prosesi perkawinan Adat Makassar sama sekali tidak menyalahi ajaran Islam,
masyarakat memang membutuhkan simbol dan persoalan memaknainya adalah
persoalan personal yang diserahkan secara bebas kembali kepada manusia, dan
masyarakat Indonesia pun mempunyai kebebasan untuk memenggal-menggal mana
adat yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, jadi apa itu bisa dikatakan bid’ah
atau sesat. Antara hukum yang normatif dapat dikompromisasi dengan tradisi atau
budaya lokal. Disinilah hukum Islam yang normatif itu menjadi tidak selalu
1 Kementrian Agama RI, Al-Fatih, h. 64.
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”Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum ”
Sebenarnya jika kaidah “Adat istiadat dapat menjadi hukum” dan bid’ah
dipahami dalam konteks kemasyarakatan, maka interpretasi dan pemaknaan baru
terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut dan bagaimana proses penyelenggaraannya
tidak lagi harus dibenturkan dengan masyarakat, karena tradisi atau adat itu tidak
dengan sendirinya muncul begitu saja, tetapi melalui pergulatan sejarah yang
panjang. Sehingga dalam menarik suatu hukum dari mata rantai historis, para pakar
hukum Islam tidak semena-mena menjustifikasi dan langsung menyebarkannya di
tengah masyarakat yang pada akhirnya dipandang sebagai suatu yang sakral.
B. Implikasi Penelitian
1. Masyarakat Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu ketika
melaksanakan serangkaian prosesi perkawinan Adat Makassar harus tetap
pada keyakinannya masing-masing bahwa serangkaian prosesi perkawinan
ini hanyalah kebiasaan atau Adat bukan hal yang wajib dilaksanakan, jadi
apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak jadi masalah, yang
penting rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan itu
sudah sah.
2. Terkait tentang prosesi perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba
Opu Kabupaten Gowa seharusnya patut dijaga dan dilestarikan, sehingga
dapat menjadi pelajaran sekaligus bukti sejarah bahwa masyarakat
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Kabupaten Gowa khususnya dan Kecamatan Somba Opu pada umumnya,
karena suatu daerah yang besar itu ditandai dengan kebiasaan
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